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BAB VI 

SARAN 

 

 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja 

Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 124 mulai tanggal 

16 Januari- 17 Februari adalah sebagai berikut :  

1. calon apoteker harus meningkatkan koordinasi dengan Apoteker 

Penanggung jawab Apotek (APA) terkait dengan kompetensi 

pembelajaran PKPA sehingga dapat berjalan sinergis; 

2. Apotek Kimia Farma 124 disarankan dapat meningkatkan 

penggunaan Medication Record Pasien (MRP) sebagai salah satu 

wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran 

apoteker di masyarakat; 

3. Apotek Kimia Farma 124 disarankan dapat melakukan home care 

sebagau salah satu wujud pelayanan kepada pasien sebagai 

bentuk peran apoteker di masyarakat; 

4. Apotek Kimia Farma 124 disarankan mengganti etiket, copy 

resep yang masih dan mencantumkan nama Apoteker 

Penangunggjawab Apotek (APA) yang masih lama diperbaharui 

dengan APA yang baru. 
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